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Rekening Pemprov Papua Bersaldo Rp1,5T Dibekukan, PPATK Awasi Aliran Dana 

Pejabat Selain Lukas Enembe

 

Sumber: www.tribunnews.com 

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membekukan rekening Pemerintah 

Provinsi Papua yang memiliki saldo Rp 1,5 triliun. Pembekuan rekening ini dilakukan pasca-

penetapan tersangka dan penahanan Gubernur Papua, Lukas Enembe, terkait kasus suap dan 

gratifikasi dalam proyek infrastruktur. Pembekuan rekening Pemprov Papua, kata PPATK, 

dilakukan sebagai upaya pencegahan penyimpangan dana negara. 

"Terkait pemblokiran sementara rekening Rp 1,5 T Pemda Papua memang harus dilakukan. Agar 

dana milik negara yang diperuntukkan untuk rakyat banyak (yakni) saudara-saudara kita di Papua 

itu tidak disalahgunakan," ujar Ketua Kelompok Humas PPATK, M Natsir Kongah, dikutip dari 

Kompas TV. 

Natsir menjelaskan alasan PPATK memblokir rekening Pemprov Papua senilai Rp 1,5 triliun 

tersebut. Berdasarkan hasil analisis PPATK, ada dugaan penyalahgunaan uang negara yang 

seharusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat Papua. 

Dikonfirmasi lebih jauh ihwal dugaan aliran dana Lukas Enembe yang mengalir ke gerakan 

separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM), Natsir enggan berbicara banyak. Ia hanya 

memastikan hasil pemeriksaan dan analisis PPATK soal aliran uang Lukas Enembe sudah 

diserahkan ke aparat penegak hukum. 



Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Papua  2 

"Hasil analisa dan pemeriksaan yang kita lakukan sudah disampaikan kepada penyidik. Ke mana 

dan dari mana saja uang itu mengalir, saya tidak dapat memberikan jawaban," katanya. 

Untuk diketahui, KPK telah menjebloskan Lukas Enembe ke penjara. Lukas resmi ditahan setelah 

menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada Kamis, 12 Januari 2023. Lukas sebelumnya sempat 

dibantarkan penahanannya di RSPAD Gatot Soebroto karena kondisi kesehatannya belum stabil. 

Lebih lanjut, PPATK juga bakal melakukan pengawasan terhadap aliran uang yang otorisasinya 

diberikan pejabat selain Lukas Enembe. 

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, 

mengatakan pemerintah saat ini tengah mengawasi pergerakan uang dalam kasus suap dan 

gratifikasi yang melibatkan Lukas Enembe. 

"Pemerintah sekarang juga mengawasi pergerakan uang yang otorisasinya di bawah pejabat-

pejabat di luar Lukas. Kan ada uang yang otorisasinya oleh pejabat lain, itu kita awasi lewat 

PPATK," jelas Mahfud MD. 

Ketua DPRD Tolikara, Sonny Wanimbo, juga masuk dalam agenda pemeriksaan Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, Sonny sempat mengaku sebagai saudara dari Lukas 

Enembe saat penangkapan sang Gubernur di sebuah rumah makan di distrik Abepura, Jayapura, 

Papua, pada Selasa (10/1/2023) lalu. Adapun pemeriksaan ini dilakukan guna mengonfirmasi 

perbuatan rasuah yang dilakukan Lukas Enembe. 

"Pemeriksaan saksi-saksi dalam perkara tersangka LE (Lukas Enembe) kami pastikan terus 

dilakukan. Siapa pun bila diduga mengetahui rangkaian perbuatan tersangka pasti kami panggil 

sebagai saksi. Ketika penangkapan kami ikutkan karena mengaku sebagai keluarga tersangka LE, 

sehingga keikutsertaannya menjadi penting untuk memastikan bahwa seluruh proses penangkapan 

hingga membawanya ke Jakarta telah sesuai prosedur hukum," kata Kepala Bagian Pemberitaan 

KPK, Ali Fikri, Jumat (13/1/2023). 

Dalam pemeriksaan ini, KPK memastikan bakal menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. 

"KPK junjung asas praduga tak bersalah, hak-hak tersangka juga kami perhatikan selama proses 

dimaksud," lanjut Ali. 
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Ketua KPK, Firli Bahuri, mengatakan penangkapan terhadap Lukas Enembe tidaklah mudah. KPK 

pun dituntut profesional serta memperhatikan hak asasi manusia. Sebelum penangkapan Lukas 

Enembe, KPK telah mendapatkan dukungan dari tokoh-tokoh Papua. 

"Kehadiran KPK sebagai lembaga penegak hukum negara Republik Indonesia dalam penanganan 

kasus korupsi yang menjerat Gubernur Papua (LE), mendapatkan dukungan seluruh tokoh 

masyarakat Papua," kata Firli, Sabtu (14/1/2023). 

Lebih lanjut, Firli mengatakan berhasilnya penangkapan Lukas Enembe adalah peristiwa yang 

sangat bermakna bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Pasalnya, Lukas Enembe adalah 

contoh pejabat publik yang ugal-ugalan. 

"Tersangka LE (Lukas Enembe), adalah contoh bahwa tindakan pejabat publik yang ugal-ugalan 

mengatasnamakan apapun, bertindak tidak disiplin sebagai penyelenggara negara, tetaplah dia 

harus dibawa ke ranah hukum," kata Firli. 

 

Sumber berita: 

1. www.tribunnews.com, Rekening Pemprov Papua Bersaldo Rp1,5T Dibekukan, PPATK Awasi 

Aliran Dana Pejabat Selain Lukas Enembe, 15 Januari 2023; dan 

2. www.nasional.sindonews.com, Kasus Lukas Enembe, PPATK Blokir Rekening Pemprov Papua 

Berisi Uang Rp1,5 Triliun, 16 Januari 2023. 

Catatan: 

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 

yang selanjutnya disebut PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka 

mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang 

sebagaimana yang tercantum pada Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010 

dengan perubahan terakhir pada Pasal 607 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah setiap orang yang: 

UU No. 8 Tahun 2010 UU No.1 Tahun 2023 

Pasal 3 Huruf a: 
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UU No. 8 Tahun 2010 UU No.1 Tahun 2023 

menempatkan, mentransfer, mengalihkan, 

membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, 

menitipkan,membawa ke luar negeri, mengubah 

bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat 

berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan 

yang diketahuinya atau patut diduganya 

merupakan hasil tindak pidana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan 

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul 

Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana 

Pencucian Uang dengan pidana penjara paling 

lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling 

banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 

rupiah). 

menempatkan, mentransfer, mengalihkan, 

membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, 

menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah 

bentuk, menukarkan dengan mata uang atau Surat 

berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan 

yang diketahuinya atau patut diduganya 

merupakan hasil Tindak Pidana dengan tujuan 

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul 

Harta Kekayaan, dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda 

paling banyak kategori VII; 

Pasal 4 

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, 

sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, 

atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta 

Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya 

merupakan hasil tindak pidana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena 

tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana 

penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan 

denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima 

miliar rupiah) 

Huruf b: 

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, 

sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, 

atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta 

Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya 

merupakan hasil Tindak Pidana, dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun 

dan pidana denda paling banyak kategori VI; 

Pasal 5 ayat (1) 

menerima atau menguasai penempatan, 

pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, 

penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta 

Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya 

merupakan hasil tindak pidana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan 

Huruf c: 

menerima atau menguasai penempatan, 

pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, 

penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta 

Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya 

merupakan hasil Tindak Pidana, dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan 

pidana denda paling banyak kategori VI 
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UU No. 8 Tahun 2010 UU No.1 Tahun 2023 

denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu 

miliar rupiah). 

Dalam melaksanakan tugasnya, PPATK mempunyai fungsi, sebagaimana yang tercantum pada 

Pasal 40 UU Nomor 8 Tahun 2010, sebagai berikut: 

a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; 

b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK; 

c. pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor; dan 

d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi 

tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain. 

Kemudian, dalam melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi 

keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain, PPATK 

memiliki wewenang, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 44 UU Nomor 8 Tahun 2010, 

sebagai berikut: 

a. meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor; 

b. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait; 

c. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis 

PPATK; 

d. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak 

hukum atau mitra kerja di luar negeri;  

e. meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam 

maupun di luar negeri; 

f. menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak 

pidana Pencucian Uang; 

g. meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan 

tindak pidana Pencucian Uang; 

h. merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan 

intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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i. meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian 

Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana; 

j. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh 

penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang; 

k. mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai 

dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan  

l. meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik. 

Pada Pasal 71 ayat (1) dicantumkan bahwa penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang 

memerintahkan pihak pelapor untuk melakukan pemblokiran harta kekayaan yang diketahui 

atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari setiap orang yang telah dilaporkan oleh 

PPATK kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa. Pemblokiran dilakukan paling lama 30 

(tiga puluh) hari kerja. Dijelaskan lebih lanjut pada ayat (2) bahwa perintah penyidik, penuntut 

umum, atau hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan 

menyebutkan secara jelas mengenai: 

a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim; 

b. identitas setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, tersangka, atau 

terdakwa; 

c. alasan pemblokiran; 

d. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan 

e. tempat harta kekayaan berada. 

 

 

Disclaimer: 

Seluruh informasi hukum yang tersedia dalam Catatan Berita ini adalah bersifat umum dan 

disediakan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasihat hukum 

maupun pendapat instansi. 

 


